
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR (0 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayal (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tenta ng Pedoman Pen gelolaan Keu a ngan Daerah 
sebagaimana tela h d iu bah terakhir dengan Peraturan 

Men teri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , dan 
melaksanakan ketenluan angka romawi III, angka 1, huruf 
b, a n gka 1) huruf b), dan melaksanakan ketentuan angka 

romawi III , angka 1, huruf c, angka 10), dan angka 12) 

La mpira n Peraturan Men teri Da lam Negeri Nomor 33 
Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyusunan An ggaran 

Pendapatan dan Bela nja Daerah Tahun Anggaran 2018, 
serta perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 
69 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapalan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada beberapa 
Peran gkal Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 69 

Tahun 20 17 ten tang Penjabaran Anggara n Pen dapata n 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu d iubah ; 
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d im aksud 

dalam huruf a, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018; 

1. Un dan g-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
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Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2017 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 134 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1952); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten 
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Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 
Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2017 Nomor 9); 

21. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; 

22. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 201 7 
Nomor 51); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI N0M0R 69 TAHUN 2017 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 
2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 20 I 7 Nomor 51) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 terdiri atas 
( 1) Pendapatan Daerah : 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah 
perubahan 

(2) Belanja Daerah : 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja setelah 
perubahan 

Surplus / ( Defisit ) Setelah 
Perubahan 

Rp.2.316.893.080.242,00 
Rp. 9.641.872.209,00 

Rp. 2.326.534. 952.451,00 

Rp.2.341.043.020.124,00 
Rp. 14.473.715.684,00 

Rp. 2.355.516.735.808,00 

( Rp. 28.981.783.357,00) 
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(3) Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan 

1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Penerimaan 
setelah perubahan 

b. Pengeluaran 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Penerimaan 
setelah perubahan 

Jumlah Pembiayaan neto 
setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah Perubahan 

Rp. 41.149. 939.882,00 
Rp. 4.831.843.475.00 

Rp. 45.981.783.357,00 

Rp. 17 .000.000.000,00 
Rp. 0,00 

Rp. 17.000.000.000,00 

Rp. 28.981.783.357,00 

Rp. 0,00 

2. Ketentuan dalam Lampiran II rekening 1.01.01 Dinas 
Pendidikan, 1.02.01 Dinas Kesehatan, 1.02.02 RSUD Prof. Dr. 
Soekandar, 1.02.03 RSUD RA. Basoeni, 1.04.01 Dinas 
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 
1.05.03 Satuan Palisi Pamong Praja, 2.01.01 Dinas Tenaga 
Kerja, 2.03.01 Dinas Pangan dan Perikanan, 2.07.01 Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2.08.01 Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan, 3.02.01 Dinas Pariwisata 
Kepemudaan dan Olahraga, 3.03.01 Dinas Pertanian, 3.07.01 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 4.01.03.03 Bagian 
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah, 4.01.03.08 Bagian 
Tata Usaha Sekretariat Daerah, 4.01.04 Sekretariat DPRD, 
4.01.20 Kecamatan Pungging, 4.02.01 lnspektorat Kabupaten, 
4.03.01 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan 
4.04.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan dalam Lampiran III.A rekening 5.1.4.05.01 Angka 4 
Koordinator: Dinas Pendidikan diubah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan dalam Lampiran III.B Angka 6 Dinas Tenaga Kerja, 
Angka 12 Dinas Pertanian, Angka 13 Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Angka 14.3 Bagian Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah, dan Angka 30 Badan Perancanaan dan 
Pembangunan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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5 . Ke tentuan da la m Lampiran IV rekening 5 . 1.5.01.01 Angka 1 
OAK Bida ng Peruma han diuba h sebagaimana tcrcantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tida k terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupat i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengelahuinya, mcmerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini denga n penempatannya 
da lam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal afJ Pebruari 2018 

Dilclapkan di Mojokerto 

pada tanggal it Pebruari 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR I~ 


